
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BIMA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BIMA 

NOMOR 29 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENGANGKATAN OPERATOR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2023 tentang  Pengelolaan dan 

pelayanan Informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

tentang pengangkatan Operator pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan 

Keputusan Sekrtetaris KPU Kabupaten Bima; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 4843; 

 



 

 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 4846; 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

  5. Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur  Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 649); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 



 

 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi 

publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang  

Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BIMA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA. 

KESATU : Menetapkan pengangkatan Operator Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Lampiran Keputusan 

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 



 

 

 

KETIGA 

 

 

: 

 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

          

Ditetapkan di Bima 
            pada tanggal 1 Juli 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA, 

 

 

 

ILHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA 
NOMOR 29 TAHUN 2025 
TENTANG PENGANGKATAN 
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 

  
 

OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 

 

NO. NAMA JABATAN KETERANGAN 

1. M. INDRA KUSUMA, S.Pd Operator pejabat pengelola 
informasi dan dokumentasi 

 

 
 

 

Ditetapkan di Bima 
            pada tanggal 1 Juli 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA, 

 

 

 

ILHAM 

 

 

 
 


